INDRAGIRI
"\ LAW REVIEW

Indragiri Law Review

Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Islam Indragiri

Vol. 2, No. 2, Agustus 2024 ISSN: 3031-4186

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
BERDASARKAN UU OTONOMI DAERAH

Ryan Martha Hudi
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Huum, Universitas Islam Indragiri
Event.inhil@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

This study analyzes the authority of local governments in natural resource
management based on the Regional Autonomy Law, especially Law Number 23 of 2014
concerning Regional Government. In the era of decentralization, the authority given to local
governments aims to improve community welfare through more efficient and targeted
management of natural resources. However, the implementation of this policy is often colored
by challenges such as conflicts of authority between the central and regional governments,

limited regional capacity, and supervisory constraints. The study also discusses the factors
that affect the effectiveness of natural resource management at the local level, including
Kewenangan Pemerintah Daerah legal, coordination, and human resources aspects.

Pengelolaan Sumber Daya Alam

UU Otonomi Daerah

Kata Kunci:

Abstrak

Penelitian ini  menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Otonomi
Daerah, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam era desentralisasi, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengelolaan sumber daya alam yang lebih berdaya guna dan tepat sasaran.
Namun, implementasi kebijakan ini sering kali diwarnai oleh tantangan seperti
konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan
kapasitas daerah, dan kendala pengawasan. Studi ini juga membahas faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat
daerah, termasuk aspek hukum, koordinasi, dan sumber daya manusia.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor pertambangan,
kehutanan, perikanan, dan energi, yang menjadi sumber utama bagi perekonomian nasional dan daerah.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, pemerintah Indonesia
menerapkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah!. Melalui UU Nomor 23

! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik dan
meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal?.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah diatur sedemikian rupa untuk
memungkinkan mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah diberikan
hak untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek, termasuk pemberian izin eksploitasi, pengawasan, dan
pengaturan pemanfaatan sumber daya alam®. Namun, kewenangan yang diperluas ini juga menimbulkan
berbagai tantangan, terutama terkait dengan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah,
yang sering kali berujung pada konflik kewenangan®. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan tujuan dan
prioritas antara pemerintah pusat, yang memiliki perspektif nasional dan jangka panjang, serta pemerintah
daerah, yang sering kali berfokus pada manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat?®.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan hutan dan pertambangan, pemerintah pusat masih memiliki
otoritas yang kuat dalam mengeluarkan izin-izin tertentu yang berlaku lintas daerah, yang kadang-kadang
bertentangan dengan rencana tata ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah®. Kesenjangan dalam
implementasi kewenangan ini berdampak pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang tidak efektif
dan tidak jarang memicu konflik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara
menyeluruh mekanisme pengaturan kewenangan ini dan mencari solusi yang memungkinkan terciptanya
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah’.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan UU Otonomi Daerah, serta mengevaluasi hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih baik tentang pengaturan kewenangan dalam desentralisasi, serta menyarankan perbaikan
kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk
menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UU
Otonomi Daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks
kebijakan desentralisasi dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumber daya alam. Penelitian kualitatif juga bermanfaat untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang hukum tata negara, pejabat pemerintah
daerah yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam, dan perwakilan dari lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Data sekunder dikumpulkan dari studi
literatur, dokumen perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait pengelolaan sumber daya alam dan
kewenangan pemerintah daerah.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan studi
dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung dari para
informan mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam
serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang landasan hukum dan kebijakan yang mengatur kewenangan
tersebut.

2 1bid., Pasal 2.

% Ibid., Pasal 12

4 Iskandar, T., & Nugraha, R. (2018). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(2), 89-102.

> Rukmana, D. (2017). Desentralisasi dan Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan, 5(3), 45-58.

& Purnomo, E. (2021). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam. Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 6(1), 53-71.

7 Siregar, B. (2019). Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Daerah dalam Era
Otonomi. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 11(4), 133-147.
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2.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan proses
identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan
studi dokumen. Analisis tematik ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti fokus pada isu-isu terkait kewenangan, konflik antara
pemerintah pusat dan daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam.

2.4 Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Triangulasi ini bertujuan
untuk memastikan konsistensi data serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh
mengenai masalah yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Dalam era otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam
yang ada di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya alam lebih efisien, responsif
terhadap kebutuhan lokal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah®. Namun, dalam
praktiknya, kewenangan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang berpotensi
menghambat efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi.

3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur,
mengurus, dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kewenangan ini
meliputi pemberian izin usaha, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, serta pengelolaan
lingkungan hidup®. Misalnya, dalam pengelolaan perkebunan dan pemerintahan, pemerintah daerah berhak
memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan atau masyarakat setempat dengan syarat yang sesuai
dengan regulasi yang berlaku®. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam bisa memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dilandasi oleh prinsip
otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Beberapa dasar
hukum yang mendasari kewenangan pemerintah daerah antara lain:

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan
SDA.

2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
juga mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di
wilayahnya.

3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, yang mengatur alokasi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pengelolaan
SDA secara berkelanjutan.

Meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan SDA, kewenangan
tersebut tidak bersifat mutlak. Beberapa hal masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, terutama yang
berkaitan dengan kebijakan nasional, pengelolaan SDA yang lintas batas daerah, dan pengawasan yang
bersifat strategis. Berikut adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah:

1) Pemerintah Pusat : Kewenangan pusat tetap ada pada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis
nasional, seperti pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak luas (misalnya pengelolaan
energi nasional, minyak, gas bumi, dan pertambangan besar), serta kebijakan pengelolaan kawasan
konservasi yang melibatkan lebih dari satu daerah.

2) Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola SDA dalam lingkup
daerahnya sesuai dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, pemerintah
daerah dapat mengelola izin usaha pertambangan kecil, sektor perikanan, serta pengelolaan kawasan
hutan produksi di daerahnya.

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10.

% lbid., Pasal 12

10 Siregar, B. (2019). Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi.
Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 11(4), 133-147.
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Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dengan sektor swasta
dan masyarakat, akan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan
prinsip keberlanjutan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah;

1) Pengawasan yang Tepat: Pemerintah pusat harus memperkuat pengawasan terhadap kebijakan dan
kegiatan pengelolaan SDA di daerah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau praktik yang
merugikan lingkungan.

2) Koordinasi Antar Daerah: Karena pengelolaan SDA sering kali melibatkan beberapa wilayah,
koordinasi antar pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam
yang bersifat lintas batas.

3.2 Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu masalah utama dalam
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Meskipun tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberikan
lebih banyak kebebasan dan kewenangan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan,
kenyataannya sering kali terjadi ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Konflik kewenangan ini bisa berdampak pada berbagai sektor, termasuk
pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan sosial.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan kewenangan daerah adalah adanya tumpang tindih
regulasi dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui
kementerian terkait, masih memiliki otoritas yang kuat dalam beberapa sektor sumber daya alam strategis,
seperti energi dan pertambangan. Hal ini terkadang menyebabkan perselisihan antara pemerintah daerah
yang ingin memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam mereka dan pemerintah pusat yang memiliki
pandangan lebih luas mengenai pengelolaan nasional*!. Sebagai contoh, Kawasan perkebunan kelapa yang
dibangun di pesesir yang juga memiliki potensi perikanan yang tinggi yang dapat menimbulkan
perselisihan ketika perusahaan perkebunan kelapa atau perkebunan lainnya mengklaim lahan untuk
keperluan komersial, sementara masyarakat setempat, yang sebagian besar mengandalkan sektor perikanan,
merasa terancam oleh hilangnya akses ke wilayah tangkapan ikan mereka.

Pengelolaan kawasan yang memiliki banyak kepentingan dan berbagai pihak yang terlibat, baik itu
perkebunan kelapa, sektor perikanan, dan masyarakat adat, sering kali menyebabkan ketegangan.
Pemangku kepentingan yang tidak terkoordinasi dengan baik berisiko menciptakan konflik tanah yang
merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Konflik kewenangan sering terjadi di sektor-sektor tertentu yang melibatkan banyak pihak, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa sektor yang sering terlibat dalam konflik
kewenangan antara pusat dan daerah antara lain:

1) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA): Dalam sektor ini, ketidaksesuaian kewenangan dapat terjadi
dalam hal pengelolaan hutan, tambang, perikanan, dan kawasan konservasi. Misalnya, daerah yang kaya
akan SDA sering kali merasa bahwa pemerintah pusat mengambil kebijakan yang merugikan atau
membatasi potensi lokal mereka.

2) Tata Ruang dan Pembangunan Infrastruktur: Dalam hal perencanaan dan pengelolaan tata ruang,
terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur, seperti
jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, sering kali tumpang tindih antara kebijakan pusat dan
daerah.

3) Pendidikan dan Kesehatan: Meskipun kedua sektor ini seharusnya menjadi urusan daerah dalam
kerangka desentralisasi, kebijakan nasional sering kali turut campur dalam hal pendanaan, standar, dan
perencanaan program, yang kadang menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah.

3.3 Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Daerah

Pemerintah daerah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pengelolaan sumber daya
alam, meskipun Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengelola sumber daya alam, kenyataannya pelaksanaannya sering kali terkendala oleh
berbagai faktor internal dan eksternal. Tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran
yang terbatas, serta praktik-praktik korupsi yang dapat menghambat pengelolaan yang baik dan
berkelanjutan'?, Misalnya, kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengetahuan teknis dan pengawasan

1 Iskandar, T., & Nugraha, R. (2018). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(2), 89-102.

12 Rukmana, D. (2017). Desentralisasi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.
Jurnal Hukum Lingkungan, 5(3), 45-58.
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sering kali kurang memadai untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dan mengurangi dampak
lingkungan®®. Akibatnya, banyak pemerintah daerah yang kurang mampu mengimplementasikan regulasi
dengan baik, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pengelolaan sumber daya alam juga sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.
Di beberapa daerah, kebijakan pengelolaan sumber daya alam bisa dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok
politik atau elit daerah yang memiliki kepentingan pribadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini
dapat mengarah pada keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan
jangka panjang, melainkan lebih pada keuntungan sesaat atau keuntungan politik*.

Dalam sektor perikanan dan perkebunan misalnya, praktek seperti illegal logging, penangkapan
ilegal, dan alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan
yang efektif dari pemerintah daerah. Kepentingan ekonomi yang besar sering kali lebih diutamakan
daripada aspek keberlanjutan dan konservasi lingkungan®.

3.4 Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 (dan kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014) membawa dampak
signifikan terhadap pola pembangunan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, dan
penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah mempengaruhi arah pembangunan berkelanjutan yang ada
di tingkat lokal. Namun, dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pembangunan berkelanjutan ini tidak
selalu positif, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di setiap daerah.

Kebijakan otonomi daerah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan
di wilayah lokal, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya kewenangan untuk
mengelola sumber daya alam secara mandiri, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong
pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan. Namun, efektivitas
kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta
penegakan hukum yang konsisten®s. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan
sumber daya alam, potensi keuntungan dari desentralisasi ini bisa terhambat dan justru memicu eksploitasi
yang merusak lingkungan.

3.5 Rekomendasi untuk Memperbaiki Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan beberapa perbaikan untuk mengoptimalkan kewenangan
pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Rekomendasi utama adalah memperkuat
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan
memastikan keselarasan antara rencana nasional dan lokal’. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pengelolaan juga
sangat penting untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah. Dengan perbaikan ini, diharapkan
pengelolaan sumber daya alam di daerah dapat berkontribusi lebih efektif terhadap kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Masyarakat lokal dan adat sering kali memiliki pengetahuan yang kaya tentang cara mengelola
sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam setiap
tahapan pengelolaan SDA, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Beberapa langkah
yang dapat dilakukan adalah:

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait
pengelolaan SDA di tingkat daerah.

2) Menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA, terutama yang terkait
dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3) Program pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan mereka dalam kegiatan pengelolaan yang
ramah lingkungan, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan perikanan
berkelanjutan.

13 Wiryono, B., & Hidayat, A. (2020). Evaluasi Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam. Jurnal Ekonomi Daerah, 15(1), 27-38.

4 Nugroho, H. (2017). Kepentingan Politik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum
dan Pembangunan, 11(3), 91-103.

15 Rukmana, D. (2017). Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Lingkungan. Jurnal
Ekologi dan Pembangunan, 13(4), 84-97.

16 Siregar, B. (2019). Peran Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal
Manajemen dan Kebijakan Publik, 11(4), 133-147.

7 Ibid
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4.

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber
daya alam di wilayahnya. Kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber
daya alam, memperkuat perekonomian lokal, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan
masyarakat daerah. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala
dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut.

Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu hambatan utama
yang sering muncul, terutama karena adanya tumpang tindih regulasi dan perbedaan prioritas pengelolaan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan tantangan dalam pengawasan turut
mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan desentralisasi yang lebih optimal, diperlukan upaya perbaikan tata kelola
yang mencakup peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas
sumber daya manusia di daerah. Dengan koordinasi yang lebih baik dan peningkatan kapasitas, diharapkan
pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi risiko konflik
kewenangan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam
merumuskan kebijakan serta memperbaiki pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kewenangan di
tingkat lokal. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat mendukung pembangunan yang
berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di tingkat daerah.

4.2 Saran

1) Penguatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi tumpang
tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat perlu memperkuat pedoman
yang lebih jelas mengenai batasan dan cakupan kewenangan daerah, serta melakukan sinkronisasi antara
kebijakan nasional dan kebijakan lokal agar terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan
pengembangan keterampilan teknis terkait pengelolaan sumber daya alam dan pemahaman regulasi.
Peningkatan kapasitas ini sangat penting agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara
efektif dan mampu mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

3) Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam perlu ditingkatkan untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Pemerintah daerah harus menyediakan akses informasi
yang memadai bagi masyarakat mengenai perizinan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam di
wilayahnya. Partisipasi masyarakat dalam proses ini juga dapat membantu mendorong pengelolaan yang
lebih bertanggung jawab.

4) Penguatan Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Diperlukan regulasi yang memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam
di daerah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus membuat peraturan yang mendukung
pengelolaan yang ramah lingkungan, serta memperhatikan daya dukung lingkungan setempat. Dengan
demikian, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian
lingkungan untuk generasi mendatang.

5) Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan daerah
dalam pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah
pusat dapat berperan dalam memberikan dukungan dan pengawasan, namun tetap menghormati
kewenangan daerah. Selain itu, evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan
memberikan solusi yang tepat waktu.
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